
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 4 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA        MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum menyangkut
tata kelola badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Salatiga, maka aspek
legalitas menyangkut pengelolaan badan usaha milik daerah harus didasarkan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/94 Tahun 2016 tentang
Pembatalan Peraturan Daerah Kota Salatiga, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan    Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor
3500);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);



Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Seri D Nomor 7 Tahun 1981);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Seri B Tahun 2004);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2009 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH.

Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Salatiga Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Seri D    Nomor 7 Tahun 1981);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Seri B Tahun 2004);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2009  Nomor 2); dan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan



Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);
dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 2 Mei 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG

PENGELOLAAN 
BADAN USAHA MILIK DAERAH

UMUM
Kebijakan pusat dalam kerangka simplifikasi regulasi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ
tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, pada prinsipnya
menegaskan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pemerintah Kota Salatiga menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan
melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga yang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



Berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam ketentuan Pasal 343 Undang-Undang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah Kota Salatiga menilai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara substansial pada gilirannya akan bertentangan
dengan kebijakan pusat didasari pada pemahaman hukum (ratio legis) bahwa Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan
Peraturan Daerah dimaksud tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Oleh karenanya, Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka meningkatkan koordinasi pengawasan
produk hukum daerah telah mengusulkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembatalan terhadap Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun
demikian, Peraturan Daerah yang menjadi dasar pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah meliputi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, Perusahaan
Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Air Minum tetap dinyatakan berlaku. Termasuk
didalamnya penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga kepada perusahaan-perusahaan
daerah tersebut tetap diakui sebagai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan usulan Pemerintah Kota Salatiga telah
menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/94 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kota Salatiga. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Kota Salatiga
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
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